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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga, tetapi 

nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam 

doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera 

Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan 

pikiranmu dalam Kristus Yesus.” 

 (Filipi 4:6-7) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hukum pada dasarnya tidak akan lepas dari ruang lingkup kehidupan 

manusia, dan setiap individu mempunyai suatu kepentingan. Kepentingan tersebut 

merupakan keinginan suatu individu atau kelompok yang mempunyai harapan 

agar dapat terpenuhi.1 Oleh sebab itu, untuk merealisasikan kepentingan-

kepentingan tersebut dibutuhkan perubahan sebagaimana aturan-aturan hukum. 

Perubahan ini dapat terlaksana jika hukum positif yang sedang berlaku dilakukan 

perubahan sesuai dengan fenomena-fenomena baru yang terjadi didalam 

kehidupan bermasyarakat. Perubahan tersebut dijadikan sebagai alat pendorong 

dan pendukung dalam upaya pembangunan nasional seperti saat ini. 

Pembangunan nasional ini mempunyai tujuan untuk menghidupkan dan 

mengembangkan pembangunan yang mencakup segala ruang lingkup kehidupan 

seperti bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum itu sendiri. 

Pelaksanaan pembangunan nasional ini sebagai upaya untuk mencapai tujuan 

Negara yang sebagaimana dimuat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) alinea 

keempat.2 

 
1 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Edisi Keempat, 

(Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 1 
2  Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Keempat, 

(Jakarta: Banyumedia, 2008), hlm. 34 
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Salah satu cara untuk mengakui kemajuan masyarakat adalah dengan 

menuntaskan perbaikan moneter untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan 

makmur sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Individu dan badan 

hukum, serta pemerintah dan masyarakat pada umumnya, membutuhkan sumber 

daya yang signifikan untuk mempertahankan pembangunan berkelanjutan. 

Perbankan merupakan salah satu organisasi yang berperan strategis dalam 

penghimpunan dana tersebut. 3 

Fungsi utama dari sebuah bank yang mana disebut juga sebagai “perantara 

keuangan” (financial intermediaries) adalah mentransfer uang dari penabung ke 

peminjam atau mengumpulkan dan mengarahkan dana publik.4 Hal ini sesuai 

dengan tujuan pokok bank sebagaimana disinggung dalam Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. 

Sesuai prosedur standar kehati-hatian perbankan, sebelum memberikan 

kredit kepada nasabah, bank akan meninjau setiap aplikasi kredit dengan hati-hati 

untuk memberikan jaminan bank bahwa peminjam akan dapat mengembalikan 

pinjaman secara penuh. Bank harus berpegang pada prinsip 5C dalam pemberian 

kredit agar dapat melakukan kegiatan perkreditan secara sehat dan menjamin 

penyaluran kredit, yakni :5  

 

 
3 Fahrial, “Peranan Bank Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional” Jurnal 

Ensiklopediaku, Vol.1 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Riau, 2018, Hlm. 181 
4 Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Utama 2001), hlm. 61 
5 Sentosa Sembiring, “Arti Penting Jaminan dalam Pemberian Kredit dalam Transaksi 

Bisnis Perbankan”, Gloria Juris, Vol. 7, No. 1, Jakarta, 2007, hlm. 25-26 
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1. Character (karakter) 

2. Capacity (kapasitas)  

3. Capital (modal)  

4. Collateral (agunan)  

5. Condition of economy (kondisi ekonomi)  

Sebelum membuat perjanjian kredit, prinsip-prinsip ini menjadi indikator 

bagi bank dalam menilai calon debitur. Prinsip ini banyak digunakan dalam 

industri perbankan untuk melindungi bank dari kerugian atau timbulnya masalah 

kredit dengan cara menjamin pemberian kredit sesuai dengan fungsi dan 

tujuannya. 

Biasanya, pemberian kredit dilakukan melalui penandatanganan perjanjian. 

Pemahaman tersebut terdiri dari pengaturan fundamental, yaitu pemahaman 

kewajiban dan diikuti dengan pemahaman ekstra sebagai pengaturan penjaminan 

oleh pemegang utang. Secara umum, ada dua jenis jaminan, yaitu jaminan 

individu khusus dan sertifikasi material. Dalam praktiknya, jenis agunan yang 

paling umum adalah agunan kebendaan, seperti Hak Tanggungan atau tanah yang 

dijadikan agunan. Hak Tanggungan adalah jenis jaminan kebebasan atas tanah dan 

berbagai barang di atasnya yang merupakan bagian mendasar dari tanah. Selain 

itu, pemegang ini berhak atas Droit de preferent rights, yang berarti bahwa 

penerima hak tanggungan memiliki prioritas di atas kreditur lain dalam hal 

mengeksekusi jaminan dalam hal Debitor lalai memenuhi kewajibannya atau tidak 

mampu melunasinya dengan benar, mengharuskan penjualan objek agunan. Hal 
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ini tertuang dalam Pasal 1 angka (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 

4 Tahun 1996 disebut dengan UUHT.6 

Baik Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan/atau Surat Kuasa 

Pembebanan Hak Tanggungan (SKMHT) sebelumnya, yang merupakan 

komponen penting dari perjanjian kredit, digunakan untuk memberikan hak 

tanggungan sebagai agunan. Karena ditunjuk sebagai perjanjian utama, maka 

perjanjian kredit dapat menangguhkan atau mengakhiri perjanjian lainnya. 

Perjanjian kredit jaminan Hak Tanggungan bukan merupakan hak hukum; 

Sebaliknya, itu dibuat karena klien, debitur, dan bank, kreditur, perlu 

menyepakatinya terlebih dahulu. Akibatnya, pengikatan Hak Tanggungan lebih 

spesifik dari yang diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata. 

Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Guna Bangunan (HGB) 

merupakan contoh-contoh hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan 

sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 UUHT. Selain itu, Pasal 4 UUHT ayat 2 menyatakan 

bahwa hak tanggungan juga tunduk pada hak guna tanah. Keistimewaan kontrak 

juga dapat dikaitkan dengan negara-negara yang menurut peraturan material harus 

didaftarkan dan dapat digerakkan oleh temperamen mereka. Selanjutnya, sesuai 

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria 

yang sering disinggung UUPA, Hak Guna Usaha (HGU) dicirikan sebagai hak 

organisasi pedesaan, perikanan dan peternakan untuk sementara waktu 

mengembangkan tanah negara. 

 
6 H. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, (Jakarta; Raja Grafindo 

Persada, 2014), hlm. 97 
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HGU dapat diberikan paling lama 35 tahun, dapat diperpanjang paling lama 

25 tahun, dan dapat diperbarui paling lama 35 tahun. Tanah HGU kembali 

menjadi milik negara atau milik negara pada akhir masa pemberian, perpanjangan 

dan pembaharuan sebagaimana disinggung pada ayat (I).7 

HGU dapat dijadikan jaminan utang dengan hak tanggungan yang dibebani 

sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 

tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran 

Tanah. Itu juga dapat dialihkan, dilepaskan, atau dilepaskan kepada pihak selain 

penerima asli, dan hak mereka dapat berubah. Pasal 29 huruf (c) yang 

memperbolehkan pemegang hak guna usaha untuk menuntut pelepasan, 

pengalihan, atau pengubahan guna barang dan pembebanan hak tanggungan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan menegaskan asas ini.. 

Dengan demikian, peluang potensial untuk memperoleh kredit fundamental 

dengan menggunakan tanah yang mereka miliki sebagai jaminan telah terbuka 

bagi para pemegang hak istimewa tanah, yang sebagian besar tidak mampu secara 

finansial dan tidak mampu memiliki tanah dengan kebebasan kepemilikan. 

membangun menggunakan kebebasan, dan hak penggunaan bisnis. Oleh karena 

itu, hak milik, HGU, dan hak guna bangunan termasuk dalam undang-undang hak 

tanggungan sebagai hak yang harus didaftarkan dan dapat dialihkan menurut 

 
7 Ibid 
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undang-undang. sepanjang dapat dijadikan jaminan atas pinjaman yang diatur hak 

tanggungan.8 

Ketika debitur wanprestasi, Hak Guna Usaha yang diikat dengan jaminan 

hak tanggungan menjadi bermasalah. Menurut undang-undang kontrak, debitur 

telah wanprestasi dan tunduk pada semua akibat hukum terkait jika mereka gagal 

memenuhi ketentuan perjanjian atau gagal melakukan tindakan yang telah 

disepakati. Dalam dunia perbankan, kredit macet sering terjadi, oleh karena itu 

bank harus mengambil langkah-langkah untuk menghentikannya. Klausula dari 

Bank Indonesia yang mengatur bahwa Non Performing Loan (NPL) tidak boleh 

melebihi 5% dari total utang, merupakan salah satu aturan pengendalian kredit 

bermasalah di perbankan. 

Sebelum melaksanakan Hak Tanggungan, bank biasanya menyelesaikan 

permasalahan yang timbul selama pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan 

Hak Tanggungan dengan cara sebagai berikut : 

1. Pembinaan Kredit 

Bank melihat alasan mengapa pembayaran klien tertunda dan 

bekerja untuk memulihkan perusahaan debitur dengan memberikan 

solusi yang lebih baik. 

 

 

 

 
8 I Dewa Ayu dan Elly Pandiangan, “Analisis Hukum terhadap Hak-Hak Atas Tanah 

Sebagai Jaminan Hutang Dengan Dibebani Hak Tanggungan” Jurnal Hukum tô-râ, Vol. 1 No. 2, 

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 152. 
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2. Penyelamatan Kredit Macet 

Bank mencoba menyelamatkan kredit melalui penjadwalan ulang, 

rekondisi, dan restrukturisasi sebelum melanjutkan ke tahap 

penyelesaian, yang berupa eksekusi hak tanggungan. 

3. Penyelesaian Kredit Macet 

Apabila debitur yang menjadi Pemberi Hak Tanggungan lalai 

membayar, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Hak 

Tanggungan adalah pelaksanaan jaminannya. Agar setiap organisasi 

dapat memilih strategi eksekusi yang sesuai dengan preferensinya, 

Pasal 12 UUHT menghadirkan banyak pilihan model eksekusi. Hal 

ini sama dengan pasal 20 UUHT yang menyebutkan beberapa 

macam cara pelaksanaan, antara lain.:  

a) Parate Eksekusi Hak Tanggungan;  

b) Eksekusi Titel Eksekutorial Hak Tanggungan;  

c) Penjualan sukarela di bawah tangan. 

Penjelasan di atas mengarah pada kesimpulan bahwa pemberi pinjaman, 

dalam contoh ini bank, mengambil banyak langkah untuk membantu orang yang 

berhutang mencapai tujuannya untuk mengatasi masalah kredit negatif. Apabila 

debitur tidak mampu membayar kewajibannya, maka eksekusi hak tanggungan 

dalam hal ini HGU merupakan upaya terakhir dalam situasi seperti yang penulis 

kemukakan dalam penelitian ini, dimana kredit macet diselesaikan dalam langkah 

terakhir penelitian ini oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk terhadap PT. 

Mopoli Raya. 
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Melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda 

Aceh dan pelayanan pra lelang PT. Lelang Delta, PT. Bank Muamalat Indonesia, 

Tbk melakukan lelang eksekusi hak tanggungan kepada debitur sebanyak 4 

(empat) bidang tanah seluas 9.905,26 Ha di Kabupaten Aceh Barat, dengan 

kepemilikan yakni: 

a) Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 0001 beralamat di Desa 

Gedong, Kajeng, Bukit Megajah, Kecamatan Woyla, Sungai Mas, 

Kabupaten Aceh Barat; 

b) Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 0002 beralamat di Desa 

Sibintang, Paropaya, Alue Kuyun, Kecamatan Woyla, Kaway XVI, 

Kabupaten Aceh Barat; 

c) Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 0003 beralamat di Desa 

Lango, Ujung Raja, Antong, Kecamatan. Kaway XVI, Kabupaten 

Aceh Barat; 

d) Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 0039 beralamat di Desa 

Sibintang, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat. 

Karena PT. Ketidaksanggupan Mopoli Raya untuk memenuhi 

kewajibannya, termasuk membayar utang pokok dan denda keterlambatan kepada 

Bank Muamalat Indonesia dengan Nilai Batas atau harga minimum barang yang 

akan dilelang dan ditentukan oleh Penjual/Pemilik Barang sebesar Rp. 

139.725.500.000,00 (sratus tiga pulu sembilan miliar tujuh ratus dua puluh lima 

juta lima ratus ribu rupiah), yang dimana hak tanggungan telah dieksekusi 

terhadap HGU ini.9 

 
9 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh,”Pengumuman 

Lelang Pertama Eksekusi Hak Tanggungan”, https://file.lelangdjkn.kemenkeu.go.id/view-

file/2021/07/31/6104bff262e88-750996BK-pengumuman-23780aya.pdf diakses tanggal 12 

Oktober 2022 

https://file.lelangdjkn.kemenkeu.go.id/view-file/2021/07/31/6104bff262e88-750996BK-pengumuman-23780aya.pdf
https://file.lelangdjkn.kemenkeu.go.id/view-file/2021/07/31/6104bff262e88-750996BK-pengumuman-23780aya.pdf
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Oleh karena itu, penulis terdorong untuk menulis lebih dalam mengenai 

kewajiban hukum para pihak dalam perjanjian kredit dengan hak tanggungan dan 

upaya bank untuk mencegah pelaksanaan hak tanggungan dalam hal status obyek 

tanah adalah Hak Guna Usaha. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memilih 

judul berdasarkan uraian di atas yaitu “PENYELESAIAN PERMASALAHAN 

KREDIT MACET DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN YANG 

BERSTATUS HAK GUNA USAHA” 

 

B. Rumusan Masalah 

Ditinjau dari latar belakang yang sudah Penulis jelaskan di atas, maka 

permasalahan dalam rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yakni: 

1. Bagaimana tanggungjawab hukum para pihak dalam perjanjian kredit 

dengan jaminan hak tanggungan yang objek tanahnya berstatus hak 

guna usaha? 

2. Bagaimana penyelesaian kredit macet sebelum dan sesudah adanya 

eksekusi hak tanggungan yang status objek tanahnya berupa hak guna 

usaha? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan studi hukum ini, yaitu untuk lebih memahami persoalan dalam 

pembahasan yang penulis teliti, yaitu: 
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1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggungjawab hukum para pihak 

dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelamatan kredit macet 

sebelum adanya eksekusi hak tanggungan yang status objek tanahnya 

berupa hak guna usaha 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki 2 manfaat, baik dalam praktis maupun teoritis yaitu : 

1. Secara Praktis 

Sebagai kreditur yang menerima HGU sebagai agunan, bank memiliki 

keuntungan praktis yang dapat digunakan untuk menunjukkan cara 

kerjanya mempertahankan kredit negatifnya dan membantu bank lain 

menavigasi kesulitan yang terkait dengan penyelesaian kredit macet. 

2. Secara Teoritis 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengembangkan pemikiran di 

bidang hukum perbankan dan hukum penjaminan, khususnya yang 

berkaitan dengan jaminan hak tanggungan.. 

 

E. Ruang Lingkup 

Agar penelitian pada penulisan skripsi ini dapat lebih terfokus dan tidak 

menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas, oleh sebab itu penulis 

melakukan pembatasan pada ruang lingkup penelitian ini dengan hanya 

membahas mengenai upaya bank dalam melakukan penyelamatan kredit macet 
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sebelum adanya eksekusi hak tanggungan yang status objek tanahnya berupa hak 

guna usaha. 

 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Tanggung Jawab 

Pengertian tanggung jawab hukum menurut Hans Kelsen adalah: 

“Seseorang secara hukum bertanggung jawab atas perbuatan tertentu atau 

bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, subjek menunjukkan bahwa ia 

bertanggung jawab atas suatu hukuman dalam hal perbuatan yang 

bertentangan dengan .10 Selanjutnya Hans Kelsen juga mengatakan bahwa 

11 Kelalaian adalah kegagalan untuk menjalankan kehati-hatian yang 

diperlukan oleh hukum, dan kekeliruan biasanya dilihat sebagai jenis 

kesalahan lain (culpa), meskipun tidak seberat yang dipuaskan dengan 

meramalkan dan bermaksud, dengan atau tanpa pemikiran sebelumnya 

yang jahat, peristiwa yang merusak. 

Berdasarkan teori tanggung jawab yang menjadi pedoman untuk 

menentukan bagaimana tanggung jawab hukum para pihak dalam 

perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan, maka penelitian 

diarahkan pada hukum positif yang berlaku yaitu penyelesaian masalah 

kredit macet dengan jaminan hak tanggungan yang berstatus hak guna 

usaha.. 

 
10 Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and 

State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum 

Deskriptif Empirik, (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007), hlm. 81. 
11 Ibid. hlm 83 
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2. Teori Perjanjian  

Kata "perjanjian" berasal dari kata Belanda "overeenkomst." 

Perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 

lebih mengikatkan diri dengan satu orang lain atau lebih berdasarkan Pasal 

1313 KUH Perdata. Perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan dengan 

mana satu orang atau lebih mengikatkan diri pada orang lain berdasarkan 

Pasal 1313 KUH Perdata. Pengertian perjanjian yang menggambarkan 

adanya dua pihak yang saling terkait satu sama lain dijelaskan dengan 

kata-kata sederhana dalam artikel ini. Meskipun pemahaman ini jauh dari 

lengkap, jelaslah bahwa masing-masing pihak dalam perjanjian itu 

berkewajiban kepada pihak lainnya.12 

Menurut Subekti, janji yang dibuat kepada orang lain atau janji 

yang dibuat antara dua orang merupakan suatu perjanjian.13 Berbeda, 

menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian didefinisikan sebagai hubungan 

hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk 

menimbulkan akibat hukum.14 

Perjanjian adalah persetujuan yang dibuat antara dua orang atau 

lebih, menurut Black's Law Dictionary. Sebagian, perjanjian ini 

menetapkan kewajiban untuk melakukan atau menahan diri dari 

melakukan sesuatu. Kontrak, menurut Black's Law Dictionary, hanyalah 

persetujuan antara dua pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik 

 
12 Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 

1456 BW), (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 63. 
13 R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta : Intermasa, 2002), hlm. 5. 
14 Sudikno Mertokusumo, Op. Cit,  hlm. 103. 
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seluruhnya maupun sebagian.15 Suatu hubungan hukum yang didasarkan 

atas suatu perjanjian yang mempunyai akibat hukum antara dua pihak atau 

lebih disebut dengan perjanjian oleh Sudikno Mertokusumo. Dengan kata 

lain, kedua belah pihak sepakat untuk menetapkan hukum, adat istiadat, 

hak, dan kewajiban yang mewajibkan mereka untuk mengikuti dan 

melaksanakan hukum tersebut. Perjanjian itu dimaksudkan mempunyai 

akibat hukum yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila 

dilanggar akan ada akibat atau hukuman bagi pelanggarnya.16 

Sebagian besar definisi kesepakatan yang tercantum di atas 

menunjukkan bagaimana berbagai individu memandangnya dengan 

berbagai cara. Yang lain menafsirkannya sebagai hubungan hukum, 

sementara yang lain mendefinisikannya sebagai tindakan atau kejadian. 

Penulis sependapat dengan pengertian perjanjian menurut Maryati 

Bachtiar yang mencirikannya sebagai perbuatan hukum antara dua pihak 

berdasarkan suatu perjanjian dan dirancang untuk menimbulkan hak dan 

kewajiban yang mengikat para pihak dalam perjanjian tersebut.17 

Karena adanya suatu akad yang berisi kesepakatan dalam proses 

pemberian kredit berupa hak beserta kewajiban dari para pihak serta akibat 

yangmana ditimbulkan jika terjadi kredit macet maka penulis 

menggunakan teori perjanjian ini sebagai alat atau sarana untuk membahas 

 
15 Salim ,HS, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, (Jakarta : Sinar 

Grafika, 2003), hlm. 16. 
16 Sudikno Mertokusumo, Op. Cit., hlm. 97-98 
17 Maryati  Bachtiar, Buku Ajar Hukum Perikatan, ( Pekanbaru: Witra Irzani, 2007 ), hlm. 

51 
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dan menganalisis penyelesaiannya. permasalahan kredit macet dengan 

jaminan hak tanggungan dengan status pemakai hasil atas dasar teori 

perjanjian sebagai pedoman. 

3. Teori Penyelesaian Sengketa 

Ada dua cara untuk menyelesaikan perselisihan: melalui litigasi dan 

non-litigasi. Penyelesaian konflik non-litigasi adalah proses penyelesaian 

perselisihan tanpa menggunakan pengadilan; penyelesaian sengketa 

litigasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan 

pengadilan. Strategi non litigasi adalah penyelesaian sengketa hukum di 

luar ruang sidang. Pendekatan non-persidangan ini dikenal sebagai 

alternatif penyelesaian sengketa. Perjanjian di luar pengadilan ini diakui 

berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia. Pertama, frasa 

“Perkara tetap dapat diselesaikan di luar pengadilan, dengan itikad baik, 

atau dengan menggunakan arbiter (arbitrase).” muncul dalam penjelasan 

Pasal 3 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 

Kekuasaan Kehakiman. Kedua, dalam UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 1 

angka 10 menerangkan bahwa Alternatif Penyelesaian Perkara adalah 

suatu bentuk untuk menyelesaikan perdebatan atau perbedaan penilaian 

melalui strategi yang diselesaikan melalui pertemuan, khususnya 

penyelesaian di luar pengadilan melalui konsultasi, negoisasi, mediasi, 

atau penilaian para ahli." 

Antropolog hukum memberikan pemikiran mereka tentang bagaimana 

menyelesaikan konflik dalam peradaban tradisional dan kontemporer. 
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Harry F. Todd Jr. dan Laura Nader menguraikan 7 (tujuh) cara 

penyelesaian konflik di masyarakat, antara lain:18 

a) Lumpingit (dibiarkan saja) 

b) Avoidance (mengelak) 

c) Coercion (pemaksaan) 

d) Negotiation (penawaran) 

e) Mediation (mediasi) 

f) Arbitration (arbitrase) 

g) Adjudication (peradilan) 

Penyelesaian sengketa di luar peradilan melalui Alternatif 

Penyelesaian Sengketa dinilai lebih efisien dan efektif. Sejumlah model 

ADR, termasuk negosiasi, konsultasi, pendapat mengikat, mediasi, 

konsiliasi, ajudikasi, arbitrase, dan penyelesaian sengketa online (PSD), 

dapat digunakan. Sejak lahirnya UU Nomor 30 Tahun 1999 yang 

mengatur Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penyelesaian 

konflik lewat ADR telah memiliki landasan hukum yang kokoh. 

Penulis menggunakan teori penyelesaian sengketa ini sebagai alat atau 

sarana untuk membahas dan menganalisis bagaimana penyelesaian 

sengketa yang disebabkan adanya kredit macet dengan jaminan hak 

tanggungan yang berstatus hak guna usaha. 

 
18 Laura Nader & Harry F. Todd Jr, The Disputing Process Law in Ten Societies, (New 

York: Columbia University Press, 1978), hlm. 9-11 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Kajian hukum yang menitikberatkan pada sistematika hukum ini 

merupakan penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan 

penelitian hukum kepustakaan. Untuk melakukan kajian hukum semacam 

ini, dianalisis data sekunder yang terdiri dari sumber hukum primer, 

sekunder, dan tersier. Sumber-sumber hukum kemudian diatur, dinilai, 

dan pilihan-pilihan dibuat sehubungan dengan subjek penyelidikan. 

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif 

atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum 

yang dilakukan dengan menelaah sumber-sumber kepustakaan atau 

sekedar data sekunder.19 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan undang-undang (Statute Approach), pendekatan 

analitis (Analytical Approach), dan pendekatan kasus (Case Approach) 

adalah pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

berdasarkan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis. 

Pertama, Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan 

dilakukan dengan menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan 

permasalahan yang sedang berkembang dan tengah dianalisis yang dalam 

hal ini peneliti menggunakan bahan hukum primer yang meliputi dasar-

 
19 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 

Singkat, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 13-14. 
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dasar hukum tentang penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak 

tanggungan yang berstatus hak guna usaha . Kedua, Pendekatan analitis 

adalah metode yang melibatkan pemeriksaan dokumentasi hukum untuk 

menentukan makna konseptual terminologi yang digunakan dalam 

peraturan perundang-undangan, khususnya dengan mengacu pada studi 

hukum praktis.20 Ketiga, Tujuan pendekatan kasus dalam penelitian 

normatif adalah untuk mengkaji bagaimana norma atau prinsip hukum 

diterapkan dalam proses peradilan yang sebenarnya. terutama berkaitan 

dengan kasus-kasus yang telah ditentukan, yang dibuktikan dengan 

yurisprudensi kasus-kasus yang menjadi penekanan utama kajian..21 

3. Sumber dan Bahan Penelitian 

Sumber data penelitian ini merupakan sumber data sekunder 

karena dihasilkan dari bahan kepustakaan, arsip, buku, artikel, dan 

lainnya yang dapat digunakan sebagai sumber data sekunder, sesuai 

dengan jenis data yang digunakan. Penulis juga menawarkan 

dokumentasi pendukung untuk data primer, seperti makalah yang 

ditampilkan: 

a) Bahan Hukum Primer adalah bahan yang mengikat secara hukum 

dan memberikan landasan bagi penyelesaian kredit macet dengan 

jaminan hak tanggungan yang berstatus hak guna usaha, antara 

lain: 

 
20 Johnny Ibrahim, Op.Cit, hlm. 310. 
21 Suhaimi, “Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif” Jurnal 

YUSTITIA, Vol. 19 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan, Madura, 2018, hlm. 

209. 
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1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata/Burgerlijk Wetboek 

voor Indonesie 

2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan 

3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak 

Tanggungan 

4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria 

5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen 

6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak 

Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan 

Pendaftaran Tanah 

7) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 

Mei 1993 Tentang Kualitas Aktiva Produksi dan Pembentukan 

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produksi 

8) Putusan Mahkamah Agung Nomor 177 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 

b) Bahan Hukum Sekunder adalah sumber daya yang erat kaitannya 

dengan sumber hukum primer, seperti bahan hukum sekunder, 

dapat membantu dalam analisis bahan hukum primer, yang 

meliputi: 

1) Buku pembahasan mengenai hukum agraria dan permasalah 

Hak Tanggungan yang berstatus Hak Guna Usaha. 
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2) Buku-buku dengan pembahasan mengenai penyelesaian kredit 

macet. 

c) Bahan Hukum Tersier, ialah bahan-bahan yang memberikan 

informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, yaitu : 

1) Bibliografi. 

2) Kamus. 

4. Teknik Pengambilan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam 

penulisan hukum ini adalah melalui Studi Kepustakaan (library research) 

yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mencatat, 

mempelajari, dan mengkaji buku-buku, literatur, catatan- catatan serta 

peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan pokok-pokok 

masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini yaitu 

undang-undang yang terkait, literatur-literatur dan tulisan-tulisan lain 

yang dapat melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan hukum ini. 

Tujuan dari studi dokumen atau kepustakaan dalam penelitian hukum 

adalah untuk menemukan bahan-bahan hukum baik yang bersifat primer 

sekunder maupun tersier.22 

 
22 M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 

2007), hlm.102. 
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5. Teknik Analisa Bahan Hukum 

Dari bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, dalam 

penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif. Pendekatan 

kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian 

yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.23 

Penelitian ini menggambarkan dan membahas permasalahan sesuai 

dengan ketentuan perundang-undang-undangan yang berlaku. 

6. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan yang dilakukan Penulis menggunakan 

logika penalaran deduktif. Penalaran deduktif diartikan sebagai 

penarikan  suatu simpulan dimulai dari pernyataan umum menuju 

pernyataan khusus  dengan  menggunakan  rasio  (berpikir  rasional). 

 
23 Sri Mamudji, dkk., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm.67. 
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